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PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA PELAKU KERUSUHAN 
MASSA YANG BERSIFAT ANARKIS 

  
IRMA NURMALA LATIEF 

 
ABSTRAK 

 
 

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan menjelaskan tentang pengaturan 

penindakan terhadap tindak pidana pelaku kerusuhan massa yang bersifat anarkis 

berdasarkan ketentuan perundang-undangan yang berlaku. Dan untuk mengetahui dan 

menjelaskan tentang proses hukum untuk membuktikan pertanggungjawaban pidana 

pelaku tindak pidana kerusuhan massa yang bersifat anarkis. Teori yang digunakan 

adalah teori pembuktian dan teori penanggulangan kejahatan. Metode penelitian yang 

digunakan adalah metode penelitian analisis yuridis kualitatif dan penarikan kesimpulan 

dilakukan dengan metode induktif, yaitu menguraikan hal-hal yang bersifat khusus ke 

hal-hal yang bersifat umum sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian 

ini. Hasil penelitian ini dirumuskan bahwa Standar Operasional Prosedur Tetap 

Kepolisian Negara Republik Indonesia tentang Penanggulangan Anarki dapat dijelaskan 

upaya dalam mengantisipasi adanya tindakan anarkis yang berdampak terjadinya 

kerusuhan massa dilakukan melalui beberapa upaya pre-emtif adalah tindakan awal yang 

dilakukan pihak Kepolisian dalam memberikan himbauan dan mendekati kelompok 

unjuk rasa agar berunjuk rasa dengan tertib; upaya preventif merupakan upaya yang 

dilakukan pihak Kepolisian dalam melakukan tugas sesuai dengan Prosedur tetap 

(Protap); upaya represif merupakan tidakan terakhir pihak Kepolisian ketika aksi unjuk 

rasa dan atau demonstrasi sudah tidak terkendali lagi dan mengarah pada aksi kerusuhan.  
Simpulan ; bahwa pengaturan penindakan terhadap pelaku kerusahan massa yang bersifat 

anarkis didasarkan pada ketentuan hukum pidana dalam delik penyertaan untuk 

pertanggungjawaban pidana pelaku kerusahaan massa yang bersifat anarkis dalam 

penjatuhan pidana bagi pelaku masih dibutuhkan ketepatan pertimbangan Hakim dalam 

penerapan delik penyertaan. Penerapan delik penyertaan dalam proses hukum untuk 

membuktikan pertanggungjawaban pidana pelaku tindak kerusahan massa yang bersifat 

anarkis dapat mempengaruhi efektivitas sanksi pidana yang dijatuhkan oleh Hakim 

dalam mempertimbangkan semua alat bukti yang saha dalam pemeriksaan di persidang 

membutuhkan ketepatan pertimbangan hakim terutama keterangan ahli dalam 

menjatuhkan putusan pidana terhadap pelaku kerusahaan massa yang bersifat anarkis. 
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EVIDENCE OF THE CRIMINAL ACTOR OF THE VOTOR 
ANARCHIC MASS 

 
IRMA NURMALA LATIEF 

 
ABSTRACT 

 

 

This study aims to identify and explain about the regulation of prosecution against 

the criminal acts of anarchic mass rioters based on the provisions of the applicable laws. 

And to find out and explain about the legal process to prove the criminal responsibility of 

the perpetrators of mass rioting which are anarchist in nature. The theory used is the 

theory of proof and the theory of crime prevention. The research method used is a 

qualitative juridical analysis research method and the conclusion is drawn by the 

inductive method, which describes things that are specific to things that are general in 

nature in accordance with the problems discussed in this study. The results of this study 

are formulated that the Standard Operational Procedure of the State Police of the 

Republic of Indonesia regarding Anarchy Prevention can be explained by the efforts to 

anticipate anarchist actions that have an impact on mass riots carried out through several 

pre-emptive efforts, which are the initial actions taken by the Police in providing appeals 

and approaching demonstration groups. a feeling to demonstrate in an orderly manner; 

preventive efforts are efforts made by the Police in carrying out their duties in 

accordance with the Fixed Procedure (Protap); repressive measures are the police's last 

resort when the demonstrations and / or demonstrations are out of control and lead to 

riots. 

Conclusion; whereas the regulation of prosecution against perpetrators of mass rioting of 

an anarchic nature is based on the provisions of the criminal law in the offense of 

participation for the criminal responsibility of perpetrators of mass concessions that are 

anarchic in imposing crimes against the perpetrators, it is still necessary that the accuracy 

of the Judges' considerations in applying the inclusion offenses The application of the 

offense of participation in the legal process to prove the criminal responsibility of the 

perpetrators of mass rioting which is anarchic in nature can affect the effectiveness of the 

criminal sanctions imposed by the Judge in considering all evidence that is valid in the 

examination at trial requires the judge's accuracy, especially the expert's statement in 

making criminal decisions against the perpetrator. anarchist mass enterprise. 
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